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P E N E T A P A N
Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

permohonan  pada  tingkat  pertama,  yang  diperiksa  dengan  Hakim  Tunggal  telah

menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YOHANES  SAKO,  Tempat  Lahir  di  Dusun  Raidikur,  RT/RW.  001/002,  Kel/Desa

Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal

02 Desember 2024, Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah  membaca  surat  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Atambua

tanggal 02 Desember 2024, Nomor 611/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar  keterangan memperhatikan surat bukti  dan saksi-saksi

yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tanggal

22 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Atambua dan

telah  terdaftar  dalam  register  perkara  perdata  Permohonan  di  bawah  Nomor

611/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal  02 Desember 2024  telah mengajukan permohonan

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di  Salore pada tanggal 03 November

1962  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  Surat  Permandian  pemohon  yang

dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik dengan Nomor 11.421 pada tanggal

06 September 2024;

2. Bahwa  Pemohon  bermaksud  ingin  membetulkan/  memperbaiki data

kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik

pemohon yang dimana terdapat ketidaksesuaian pada tahun lahir Pemohon;

3. Bahwa  Pemohon  ingin  merubah  tahun  lahir pada  Kartu  Tanda  Penduduk

dengan Nomor 5304040311830002 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor

5304040603120004  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Belu atas nama  YOHANES SAKO lahir di Salore

pada tanggal 03 November 1983 dan ingin merubah menjadi nama YOHANES
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SAKO  lahir di Salore, pada tanggal 03 November 1962, mengikuti  tahun lahir

pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Roh

Kudus Halilulik dengan Nomor 11.421 pada tanggal 06 September 2024;

4. Bahwa  demi  Kepentingan  Pemohon  maka  Penetapan  ganti  tahun  lahir  ini

sangat dibutuhkan;

5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  Pemohon datang  dan  memohon  dengan

hormat  kiranya Ketua  Pengadilan  Negeri Atambua  berkenan  untuk  menerima

Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan

akhirnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah  tahun lahir pada  Kartu Tanda

Penduduk  dengan  Nomor  5304040311830002  dan  juga  pada  Kartu  Keluarga

dengan  Nomor  5304040603120004  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama YOHANES SAKO

lahir di Salore pada tanggal 03 November 1983 dan ingin merubah menjadi nama

YOHANES SAKO  lahir di Salore, pada tanggal 03 November 1962, mengikuti

tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh

Paroki Roh Kudus Halilulik dengan Nomor 11.421 pada tanggal 06 September

2024;

3. Memerintahkan kepada  Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini

yang telah berkuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian

tahun  lahir Pemohon  pada  Kartu  Tanda  Penduduk  dengan  Nomor

5304040311830002  dan  juga  pada  Kartu  Keluarga dengan  Nomor

5304040603120004  atas nama :  YOHANES SAKO, serta dicatat pada register

yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan  segala  biaya yang  timbul  dalam  permohonan  ini kepada

Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin,

tanggal 09 Desember 2024, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah

pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  kesempatan  tersebut  telah  dibacakan  surat

permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada

surat permohonannya tersebut;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  tersebut,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304040311830002 atas nama

YOHANES SAKO, tertanggal 18 November 2020, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor  5304040603120004 yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama

Kepala Keluarga YOHANES SAKO, tertanggal 22 Oktober 2024 diberi tanda bukti

P.2;

3. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Nomor 11.421 , yang dikeluarkan oleh

Paroki Roh Kudus Halilulik, tanggal 06 September 2024, atas nama  YOHANES

SAKO, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi  Surat  Keterangan Beda  Tahun  Lahir, Nomor

Ds.Ntm/474.4/1454/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Naitimu tanggal 21

Oktober 2024, atas nama YOHANES SAKO, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi  Surat  Keterangan  Lahir,  Nomor  DPMTSP.5304/124/SIPD/IV/2022-

2027 yang dikeluarkan oleh dokter Filomeno Borromeo tanggal 23 Oktober 2024,

atas nama YOHANES SAKO, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan

telah  pula  diberi  meterai  yang  cukup  sehingga  memenuhi  syarat  untuk  diajukan

sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat

juga  telah  mengajukan  saksi–saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  dibawah

sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi  Agustinus  Asuk  Burak, dibawah  janji  menerangkan  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari

Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan

keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik

Pemohon;

- Bahwa  Pemohon mengajukan permohonan tersebut  karena terdapat

kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat

Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir

di  Salore pada tanggal  03 November 1962 sebagaimana yang tertera pada

Kutipan dari Buku Permandian milik Pemohon;
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- Bahwa  Pemohon  bermaksud  memperbaiki  identitas  Pemohon  untuk

kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;

- Bahwa setahu Saksi,  Pemohon tidak pernah terlibat  dalam masalah

apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

2. Saksi  Aloysius  Suri, dibawah  janji  menerangkan  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga 

Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan

keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik

Pemohon;

- Bahwa  Pemohon mengajukan permohonan tersebut  karena terdapat

kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat

Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir

di  Salore pada tanggal  03 November 1962 sebagaimana yang tertera pada

Kutipan dari Buku Permandian milik Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  bermaksud  memperbaiki  identitas  Pemohon  untuk

kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;

- Bahwa setahu Saksi,  Pemohon tidak pernah terlibat  dalam masalah

apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala

sesuatu  yang tercantum dalam berita  acara  persidangan sepanjang yang relevan

dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa

lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk

dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan

mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  permohonannya  Pemohon  telah

mengajukan bukti  surat  yang diberi  tanda P.1 sampai  dengan P.5 dan telah pula

mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan

diatas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama YOHANES SAKO, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia

yang  bertempat  tinggal  di  Dusun  Raidikur,  RT/RW  001/002,  Kel/Desa Naitimu,

Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan

kapasitas untuk mengajukan permohonan  a quo dan dapat diterima sebagai pihak

yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari

Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  24  Tahun  2013  tidak  mengalami  perubahan  dan  tetap  mengatur  bahwa

Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan,

antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta

perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa

Penting,  antara  lain  kelahiran,  kematian,  perkawinan,  dan  perceraian,  termasuk

pengangkatan,  pengakuan,  dan  pengesahan  anak,  serta  perubahan  status

kewarganegaraan,  ganti  nama  dan  Peristiwa  Penting  lainnya  yang  dialami  oleh

seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi

perubahan  data  identitas  atau  surat  keterangan  kependudukan.  Untuk  itu,  setiap

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti  yang sah untuk

dilakukan  pengadministrasian  dan  pencatatan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-

undang;

Menimbang,  bahwa  pada  Petitum  angka  1  (satu)  permohonan  Pemohon

adalah “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Hakim berpendapat

karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum

kesatu  ini  akan  dipertimbangkan  kemudian  setelah  mempertimbangkan  petitum

selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar

Hakim memberikan penetapan “Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun

Lahir  Pemohon  pada  Kartu  Keluarga  (KK)  Nomor  5304040603120004 dan  Kartu

Tanda  Penduduk  (KTP)  NIK  5304040311830002 yang  semula  tertulis  nama

YOHANES SAKO lahir di Salore, pada tanggal 03 November 1983 yang dikeluarkan
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oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Belu-NTT

diubah/diganti menjadi yang benar yaitu nama YOHANES SAKO lahir di Salore, pada

tanggal lahir 03 November 1962 sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Permandian

Nomor  11.421  yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu-

NTT”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon

berdasarkan dari bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2), tertulis atas nama YOHANES

SAKO lahir di Salore, pada tanggal 03 November 1983, sedangkan bukti surat (P.3),

bukti surat (P.4), dan bukti surat (P.5) tertulis atas nama  YOHANES SAKO lahir di

Salore, pada tanggal lahir 03 November 1962;

Menimbang bahwa dari  bukti  surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut,

terdapat perbedaan tahun lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti surat P.1 dan P.2) tertulis atas nama

YOHANES SAKO lahir di Salore, pada tanggal 03 November 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), bukti surat (P.4), dan bukti

surat (P.5) serta keterangan saksi-saksi bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya

adalah  YOHANES SAKO lahir  di  Salore,  pada tanggal  lahir  03 November 1962,

sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar

Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan

satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

tanpa bermeterai  kepada :  Pegawai  Pencatatan Kantor  Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon

sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang,  bahwa  petitum  angka  3  (tiga)  tersebut  sudah  tepat,  karena

Peristiwa  Kependudukan  seperti  tahun  lahir  adalah  masalah  kependudukan  yang

merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut

kepastian  hukum tentang  tahun  lahir  maka  Hakim  perlu  memerintahkan  Panitera

Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Belu,  melakukan  perubahan/penggantian  Tahun  lahir,

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor  5304040311830002 dan pada Kartu

Keluarga dengan Nomor 5304040603120004 atas nama YOHANES SAKO lahir di

Salore,  pada tanggal  03 November 1983 dirubah menjadi  atas nama  YOHANES

SAKO lahir di Salore, pada tanggal lahir  03 November 1962, disesuaikan dengan

Surat Permandian milik Pemohon demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa terhadap petitum 4 (empat)  oleh  karena permohonan

Pemohon  dikabulkan,  maka  Pemohon  harus  dibebankan  untuk  membayar  biaya

perkara;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  Hakim

berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan, Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  (RBg)  serta  segala  peraturan

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi  ijin  kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir  Pemohon pada

Kartu Keluarga (KK) Nomor  5304040603120004 dan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) NIK 5304040311830002 yang semula tertulis nama YOHANES SAKO lahir

di Salore, pada tanggal 03 November 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT diubah/diganti menjadi

yang benar yaitu nama YOHANES SAKO lahir di Salore, pada tanggal lahir 03

November  1962 sesuai  yang  tertera  pada  Kutipan  Surat  Permandian  Nomor

11.421 yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Kabupaten Belu-NTT;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi

penetapan ini  yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap,  tanpa bermeterai

kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten  Belu,  untuk  dilakukan  Perubahan  Tahun  Lahir  Pemohon  sekaligus

mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  pada  hari  Senin, tanggal  09  Desember  2024 oleh

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk

berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Atambua Nomor

611/Pdt.P/2024/PN Atb  tanggal 02 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari  itu  juga,  dengan dibantu oleh

MARTHEN BENU, S.H., M.H., selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera, Hakim,
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MARTHEN BENU, S.H., M.H. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya  
- Biaya  PNBP

pendaftaran

: R

p

30.000,00

- Biaya  pemberkasan  /

ATK

: R

p

60.000,00

- Biaya PNBP panggilan : R

p

10.000,00

- Biaya redaksi : R

p

10.000,00

- Biaya meterai : R

p

10.000,00 +

- Jumlah : R

p

120.000,0

0

(seratus dua puluh ribu rupiah)
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